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Abstrak 
Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan alasan yang tidak berkekuatan hukum yang berlaku karena Ketidaksesuaiannya dengan ketentuan pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik; Di dalam ketentuan aquo tidak terdapat satu pasal yang dapat dijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA mengenai perkara pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara  telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum yang ditimbulkan mengenai surat keputusan bupati aceh barat nomor 370 tahun 2018  tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya. penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum bagi Penggugat. akibat hukum bagi kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat bernama NYAK ALI di Berhentikan Sementara oleh Bupati Aceh Barat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
Kata Kunci  : Pemberhentian Sementara, Pejabat Sementara,  Desa Gampong Aceh, Surat Keputusan Bupati.
Abstract

The action of the Defendant issuing the object of the lawsuit for reasons that are not legally enforceable because of its non-compliance with the provisions of Article 41, Article 42, Article 43, Article 44, Article 45 of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 41 of Aceh Qanun Number 4 of 2009 concerning Procedures for Election and Dismissal of Keuchik; In the aquo provision there is not one article that can be used as a reference for the Defendant. The purpose of the research is to examine and analyze the basis of the judge's considerations in the Banda Aceh State Administrative Court Decision Number: 41/G/2018/PTUN.BNA regarding the case of temporary dismissal and the appointment of Keuchik an Zamzami AZ as a temporary official in accordance with the provisions of the legislation. applicable laws and legal consequences regarding the decision letter of the regent of Aceh Barat number 370 of 2018 concerning the temporary dismissal and appointment of Keuchik an Zamzami AZ as a temporary official in the Decision of the Banda Aceh State Administrative Court Number: 41/G/2018/PTUN.BNA This research is a normative juridical law research discusses doctrines or principles in legal science. The results of the research and discussion show that the Plaintiff's lawsuit was not filed prematurely. Based on the overall legal considerations regarding the Defendants' exceptions, the Defendants' exceptions are rejected in their entirety. the issuance of the disputed object is contrary to the applicable laws and regulations and the legal consequences for the Plaintiff. legal consequences for the head of the Pasi Meugat Village/Gampong Pasi Meugat District Kaway XVI West Aceh Regency named NYAK ALI was temporarily suspended by the Regent Aceh Barat and no longer serves as the Village Head/Gampong Pasi Meugat, Kaway XVI District, West Aceh Regency.

Keywords: Temporary Dismissal, Temporary Official, Gampong Aceh Village, Regent's Decree.
PENDAHULUAN 
 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah berhenti karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau habis masa jabatannya.  Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah, melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah. Selain diberhentikan secara tetap sebagaimana tersebut di atas, Kepala Daerah dapat juga diberhentikan sementara (non-aktif). Untuk menggantikan Kepala Daerah yang diberhentikan sementara tersebut, wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah. Hal ini ditur dalam Pasal 130 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang menyatakan:

“Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Kepala Daerah diberhentikan sementara karena tersangkut permasalahan hukum, maka wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sangat jelas sebagaimana diatur di dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (6), dan Pasal 130 ayat (1), kemudian kedudukan pejabat kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah dapat dilakukan apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah keduanya berhalangan karena permasalahan hukum dan habis masa jabatannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 131 ayat (4) yaitu : “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dengan Presiden mengangkat Penjabat Kepala Daerah”, dengan kata lain bahwa pengangkatan penjab at kepala daerah apabila pada suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota kepala daerahnya yang memimpin sebelumnya telah habis masa jabatnnya atau kepala daerah dan wakil kepala daerah kedua-duanya tersangkut masalah hukum, maka kekosongan jabatan kepala daerah tersebut dilaksanakan oleh pejabat kepala daerah.
Berawal dari kasus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA yang menjadi Objek Sengketanya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018. Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat; atas terbitnya Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018. Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. 

Kemudian mengadukan permasalahan ini ke Tuha Peut Gampong atas keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Pasi Meugat. Bahwa Ketua dan anggota Tuha Peut tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Sementara tersebut, warga masyarakat menolak atas Surat Pemberhentian Sementara tersebut. Masyarakat dan anggota Tuha Pheut kemudian bermusyawarah bersama dan membentuk forum kecil yaitu forum Keuchik yang di berhentikan termasuk juga yang di berhentikan sementara oleh Bupati Aceh Barat. Forum keuchik ini sepakat untuk Menggugat Bupati Aceh Barat secara Masing-masing individu Keuchik (berdasarkan Objek Sengketa). Dengan keyakinan ini Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 13 September 2018.

Objek sengketa aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Bentuk keputusan yang dituangkan secara tertulis baik itu isi dan maksud surat tersebut, yang di keluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju) dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru). dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat bernama NYAK ALI di Berhentikan Sementara oleh Bupati Aceh Barat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

Kepentingan yang dirugikan dalam hal ini Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat dan masyarakat desa Pasi Meugat adalah sebagai berikut :

1. Janji-janji dan program visi dan misi Penggugat saat pencalonan tahun 2013 sebagai keuchik gampong Pasi Meugat pada masyarakat desa yang belum selesai terlaksana seluruhnya di desa tersebut.

2. Kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga.

3. Tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat atas diri Penggugat dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa/gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh barat.

4. Pertanggungjawaban Penggugat terhadap penggunaan dana bantuan desa yang terhambat/terganggu akibat terbitnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n Zamzami AZ

5. Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

6. Kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat akibat keluarnya Objek Sengketa (gugatan a quo), yang mengandung cacat hukum sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Pasal 53 Ayat 1 (satu) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Dasar hukum gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan alasan yang tidak berkekuatan hukum yang berlaku atau hanya mempermasalahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Ispektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap GampongPasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Keputusan Tergugat Ini merupakan Keputusan yang salah dan tidak berdasar Hukum yang berlaku sama sekali sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

2. Di dalam ketentuan aquo tidak terdapat satu pasal yang dapat dijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya Hasil audit dari Tim IspektoratKabupaten Aceh Barat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Gampong Pasi Meugat di jadikan dasar atau alasan untuk Pemberhentian Sementara Keuchik Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Apalagi Penggugat selalu mejalankan roda pemerintahan desa sesuai prosedur termasuk dalam hal LHP sesuai standard dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,termaktub Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Sehubungan dengan penelitian ini, dimana pengkajiannya diarahkan dalam hal dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dan akibat hukum atas perkara Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam hal mempertimbangkan suatu putusan harus sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dan implikasi hukum merupakan bagian penegakan hukum secara teknis jika dilihat dari aspek penerapan ilmu hukum.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisis lebih lanjut serta mengkajinya lebih dalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan dasar hukum yang sesuai dengan perkara tersebut. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan hukum tersebut menarik untuk diteliti secara normatif dan akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul : ANALISIS  YURIDIS MENGENAI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEUCHIK A.N ZAMZANI AZ PEJABAT SEMENTARA  PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR: 41/G/2018/PTUN.BNA.
Terdapat dua rumusan masalah yang harus dikaji dan dianalisis terkait dengan :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA mengenai perkara pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan mengenai surat keputusan bupati aceh barat nomor 370 tahun 2018  tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA?
   Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA mengenai perkara pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara  telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum yang ditimbulkan mengenai surat keputusan bupati aceh barat nomor 370 tahun 2018  tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA
    Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat sementara (PJS). kajian teoritik mengenai konsep pemerintahan daerah, pengertian serta macam kewenangan dan wewenang, jabatan dan pejabat, asas-asas umum pemerintahan yang baik, perbedaan PLT,PLH,PJ dan PJS, Kedudukan hukum pejabat sementara, putusan pengadilan dan jenis-jenis putusan.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum( Zainnudin, 2014).
Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan menganalisis secara hukum dari dasar pertimbangan hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 472/K/TUN 2019 mengenai perkara pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat sementara (PJS) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan implikasi hukum terhadap pemohon kasasi yakni bupati aceh barat mengenai surat keputusan bupati aceh barat nomor 370 tahun 2018  tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat sementara (PJS).        

Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kasus (Case Approach) pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier( I Made, 2016). 
     Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach) maka peneliti perlu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu tersebut. Apabila peneliti menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach)  (Mukti 2010). 

maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. 
      Teknik pengolahan bahan hukum Pengolahan bahan hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji (Peter, 2014). 
      Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukum yang sedang diteliti. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau gambaran mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum administrasi dan ketatanegaraan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Posisi
     Berawal dari kasus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA yang menjadi Objek Sengketanya Dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat; atas terbitnya Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, kemudian mengadukan permasalahan ini ke Tuha Peut Gampong atas keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Pasi Meugat. Bahwa Ketua dan anggota Tuha Peut tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Sementara tersebut, warga masyarakat menolak atas Surat Pemberhentian Sementara tersebut. Masyarakat dan anggota Tuha Pheut kemudian bermusyawarah bersama dan membentuk forum kecil yaitu forum Keuchik yang di berhentikan termasuk juga yang di berhentikan sementara oleh Bupati Aceh Barat. Forum keuchik ini sepakat untuk Menggugat Bupati Aceh Barat secara Masing-masing individu Keuchik (berdasarkan Objek Sengketa). Dengan keyakinan ini Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 13 September 2018.

     Objek sengketa aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, adalah bentuk keputusan yang dituangkan secara tertulis baik itu isi dan maksud surat tersebut, yang di keluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju) dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat bernama NYAK ALI di Berhentikan Sementara oleh Bupati Aceh Barat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
Analisis dasar pertimbangan hukum oleh hakim (Ratio Decidendi) pada pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA mengenai perkara pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
     Alasan dan hasil analisis penulis kurang setuju dengan dasar pertimbangan hukum oleh hakim (Ratio Decidendi) pada pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA mengenai perkara pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara adalah sebagai berikut : 

1. Keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian pembatasan perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena sumber kewenangan Bupati Aceh Barat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa diatur oleh undang-undang yang lebih lanjut diatur dengan Qanun Aceh sebagai implementasi tugas pembantuan (medebewind) dari pemerintah pusat yang bersifat strategis.

2. Judex Facti salah menerapkan hukum, karena secara substansi Termohon /Penggugat sudah mengakui dan mengembalikan pemakaian dana gampong sejumlah Rp41.060.956,00 (empat puluh satu juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dari jumlah temuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp42.574.438,82 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh dua rupiah), sehingga secara administrasi untuk menyelamatkan keuangan negara di pemerintahan desa.

3. Terdapat alasan yang sah untuk memberhentikan sementara sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun tidak ada secara khusus surat pengusulan pemberhentian dari Tuha Peuet terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi sesuai dengan konteks permasalahan yang ada, surat usulan penggantian Keuchik dari Tuha Peuet harus dimaknai juga sebagai surat pengusulan pemberhentian terhadap pejabat lama.

      Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terdapat kata “dapat” yang mengandung makna adanya pilihan hukum (alternatif) bagi warga masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu tindakan hukum, dalam perkara in casu tentang penggunaan upaya administratif atau tidak dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa aquo, dengan demikian gugatan Penggugat tidak diajukan secara prematur. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya.

     Pada pokoknya dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh serta bertentangan pula dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas.

     Asas kecermatan berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”, sedangkan yang dimaksud dengan asas Profesionalitas berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah “asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
      Penerbitan objek telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pertimbangan terkait penerbitan objek sengketa dari segi peraturan perundang-undangan secara bersamaan juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas.

    Terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yakni ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, dikarenakan surat pemberhentian sementara Penggugat sebagai Keuchik diterbitkan hanya berdasarkan usulan Ketua Tuha Peuet tanpa ada usulan dari tuha peuet secara bulat dan tidak ada penetapan tersangka maupun terdakwa terhadap Penggugat selama menjabat sebagai Keuchik yang menjadi dasar penggantiannya, serta Pjs di jabat bukan oleh sekretaris desa atau aparat pemerintah daerah. Seharusnya semua prosedur penerbitan objek sengketa dilalui terlebih dahulu oleh Tergugat, dan oleh karena hasil audit inspektorat berindikasi pada adanya dugaan penggelapan atau korupsi dana desa, maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di lembaga peradilan yang berwenang terkait ada tidaknya tindakan pidana yang dilakukan oleh Penggugat.

     Aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedur dan substansinya (Asmar, 2015). berdasarkan keseluruhan uraian di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mengembalikan Penggugat kedalam Jabatan semula sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat.
    Tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa a quo sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek Sengketa a quo dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi). Permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak.
Analisis Akibat hukum yang ditimbulkan mengenai surat keputusan bupati aceh barat nomor 370 tahun 2018  tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA.
    Istilah implikasi atau dikenal dengan akibat hukum, terdapat 2 (dua) akibat hukum, yakni akibat hukum secara langsung serta akibat hukum secara tidak langsung. Akibat hukum tersebut setidaknya haruslah memuat mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum (Huda, 2005). 
   Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Salah satu aspek dari kepastian hukum yakni penegakan hukum. Dimana dalam hal ini, peran yang komprehensif dari aparat penegak hukum. Julius Stahl sebagaimana dikutip Azhary, menyebutkan unsur-unsur utama dalam kepastian hukum, yaitu:  (Aminuddin, 2014).  
a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;

b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori trias politica (pemisahan);

c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan Undang-Undang (welmatigh bestuur); dan

d. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarajat) maka akan ada pengadilan yang akan menyelesaikannya. 

    Berdasarkan unsur-unsur tersebut kepastian hukum merupakan peneluran dari sistem hukum (Willy, 2016). Tidak ada penindakan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum adanya regulasi yang mengaturnya. Kemanfaatan hukum, eksistensi hukum yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum disamping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia (Ridwan, 2014). 
    Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 dihubungkan dengan objek sengketa maka dapat di temukan fakta hukum bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Aceh Barat selaku pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), yakni tentang Pemberhentian Sementara Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik, Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi terhadap subjek hukum tertentu atas nama Penggugat, Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

        Hak dan kewajiban pada orang lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju) dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat bernama NYAK ALI di Berhentikan Sementara oleh Bupati Aceh Barat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

      Berikut ini merupakan kutipan-kutipan Amar Putusan Hakim yang merepresentasikan akibat hukum yang ditimbulkan mengenai surat keputusan bupati aceh barat nomor 370 tahun 2018  tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA.

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN: - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; 

DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; 

DALAM POKOK SENGKETA: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n. Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat , Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat; 

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 370 Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sementara a.n. Nyak Ali dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik a.n. Zamzami AZ Gampong Pasi Meugat , Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Pasi Meugat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat.
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan dan hasil analisis penulis kurang setuju dengan dasar pertimbangan hukum oleh hakim (Ratio Decidendi) pada pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 41/G/2018/PTUN.BNA mengenai perkara pemberhentian sementara dan pengangkatan Keuchik a.n Zamzami AZ sebagai pejabat sementara adalah sebagai berikut : 

a. Keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian pembatasan perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena sumber kewenangan Bupati Aceh Barat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa diatur oleh undang-undang yang lebih lanjut diatur dengan Qanun Aceh sebagai implementasi tugas pembantuan (medebewind) dari pemerintah pusat yang bersifat strategis.

b. Judex Facti salah menerapkan hukum, karena secara substansi Termohon /Penggugat sudah mengakui dan mengembalikan pemakaian dana gampong sejumlah Rp41.060.956,00 (empat puluh satu juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dari jumlah temuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat sejumlah Rp42.574.438,82 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh dua rupiah), sehingga secara administrasi untuk menyelamatkan keuangan negara di pemerintahan desa.

c. Terdapat alasan yang sah untuk memberhentikan sementara sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun tidak ada secara khusus surat pengusulan pemberhentian dari Tuha Peuet terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi sesuai dengan konteks permasalahan yang ada, surat usulan penggantian Keuchik dari Tuha Peuet harus dimaknai juga sebagai surat pengusulan pemberhentian terhadap pejabat lama.
2. Akibat hukum dari Pemberhentian Sementara Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara  Keuchik, Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi terhadap subjek hukum tertentu atas nama Penggugat, Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat bernama NYAK ALI di Berhentikan Sementara oleh Bupati Aceh Barat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Meugat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Kepada para penegak hukum dan pembuat undang-undang agar bisa mengakomodir dam menjamin terlaksananya tujuan hukum yang ada yakni tegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Serta dalam konteks permasalahan ini tetap menjalankan amanat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan bidang hukum administrasi negara maupun persoalan hukum tata usaha negara. 
2. Kepada Hakim, Jaksa dan Advokat diharapkan dapat menjaga netralitas, integritas dan etika profesi yang diemban oleh masing-masing praktisi hukum yang bertugas di pengadilan. Bagi masyarakat dan pejabat daerah setempat untuk sadar(melek) dan taat hukum dengan mengajukan upaya hukum terhadap kepentingan hukum yang hendak ditempuh melalui upaya-upaya hukum yang ada tentunya haruslah sesuai dengan prosedur serta syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
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